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ABSTRAK 
 
 
Rika Rusmayanti (E21109274), Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone, xii+86 halaman+10 tabel+3 gambar+25 
pustaka (1995-2012). 
Tenaga honorer menjadi salah satu masalah kepegawaian di beberapa daerah di 
Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bone. Ini dikarenakan beberapa tenaga 
honorer yang telah bekerja sekian lama di suatu instansi pemerintah namun 
belum juga diangkat menjadi CPNS. Padahal mereka telah memenuhi kriteria 
pengangkatan Tenaga honorer menjadi CPNS seperti yang dijelaskan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Hal inilah yang membuat penulis 
tertarik untuk meneliti Pengangkatan Tenaga honorer menjadi CPNS di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  Kabupaten Bone. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengangkatan tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone. Untuk itu, penulis melakukan penelitian 
dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu 
penelitian yang menggunakan wawancara dan studi dokumen untuk 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari responden dan informan agar 
dapat mendeskripsikan Pengangkatan Tenaga honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Bone. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengangkatan Tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone telah sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini telah mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CPNS.  Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya seluruh indikator 
persyaratan pengangkatan seperti ketentuan jenis jabatan, masa kerja dan usia 
oleh tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS pada periode tahun 2008 
sampai tahun 2010. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Rika Rusmayanti (E21109274), Appointment Temporary employees Become 
Civil Servants Candidate in the Education and Training Personnel Board 
Bone Regency, xii+ 86 page+ 10 table +3 picture+ 25 literature (1995-2012). 
 
Temporary employees be one staffing problem in some areas in Indonesia, not 
least in Bone regency. This is because some temporary employees who have 
worked for so long in a government agency but has not yet appointed a civil 
servant. Though they have met the criteria for the appointment of a civil servant 
as described in Government Regulation No. 43 of 2007. This makes the writer 
interested in studying Appointment Temporary employees become civil servant 
candidate in the Education and Training Personnel Board Bone Regency. 
 
This study aims to explain the appointment temporary employees become civil 
servant candidate in the Education and Training Personnel Board Bone 
Regency.To that end, the writer conducted a study using qualitative descriptive 
research that uses interviews and study of documents to collect the required 
information from the respondents and informants to describe the appointment 
temporary employees become a  candidate for Civil Servants in the Education 
and Training Personnel Board Bone Regency. 
 
Based on the survey results revealed that the appointment temporary employees 
become a candidate for Civil Servants in the Education and Training Personnel 
Board Bone Regency in accordance with the guidelines set by the government, in 
this case has been referred to the Government Regulation No. 43 Year 2007 on 
Appointment temporary employees become civi servants candidate. This is 
evidenced by the fulfillment of all the appointment indicators such as the 
provision of the type of position, the time of service and age of the temporary 
employees were appointed as civil servant in the period of 2008 through 2010. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah 
satu sumber daya yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan 
organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran dan fungsi yang sangat 
vital dan tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya, Karena sumber 
daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat 
sumber daya lainnya berjalan. Kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi 
sangat ditentukan oleh kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di 
dalamnya. Karena pentingnya peranan sumber daya manusia dalam suatu 
organisasi maka sudah sepatutnya suatu organisasi memiliki sumber daya 
manusia yang berkompeten dalam bidangnya. Kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia dalam suatu organisasi hendaknya disesuaikan 
dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan supaya efektif dan efisien 
dalam menunjang tercapainya tujuan.  
Salah satu cara dalam mencari sumber daya manusia yang 
berkualitas yaitu melalui rekrutmen. Rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan 
untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar guna mengatasi 
kekurangan kebutuhan sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan 
proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan 
dalam suatu organisasi. Melalui rekrutmen individu yang memiliki keahlian 
yang dibutuhkan didorong membuat lamaran untuk lowongan kerja yang 
tersedia di organisasi. melalui rekrutmen pula organisasi dapat melakukan 
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komunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh sumber daya 
manusia yang potensial.  Semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan 
maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon 
terbaik akan semakin besar.  
Organisasi publik seperti pemerintah, sumber daya manusia lebih 
dikenal dengan istilah pegawai negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang merupakan 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dijelaskan bahwa 
pegawai  negeri adalah setiap warga negara indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai 
negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan 
adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 
pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat sangat 
tergantung kualitas dan kesempurnaan dari pada pengelolaan aparatur 
negara khususnya pegawai negeri, juga ditentukan oleh kualitas pegawai 
negeri sipil itu sendiri, penyediaan anggaran untuk pemberdayaan serta 
peralatan yang mendukungnya. Oleh karena itu, maka dalam rangka 
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam 
pembukaan Undang-Undag Dasar 1945, diperlukan adanya pegawai negeri 
sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi negara dan 
abdi masyarakat harus mampu memberikan pelayanan prima yang dilakukan 
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secara adil dan merata kepada masyarakat tanpa membedakan suku, ras, 
agama, dan jenis kelamin maupun tingkat sosialnya. Tujuan-tujuan negara 
ini tidak mungkin tercapai secara maksimal  jika suatu pemerintahan tidak 
memiliki aparatur negara sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk itu 
diperlukan pengadaan pegawai negeri sipil guna mengatasi kekurangan 
kebutuhan pegawai dalam suatu pemerintahan. 
Pengadaan pegawai negeri sipil merupakan proses kegiatan untuk 
mengisi formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, 
pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas 
Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS. 
Lowongan formasi pada suatu organisasi pemerintahan pada umumnya 
disebabkan adanya PNS yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, 
mutasi jabatan, pengembangan organisasi atau karena sebab lainnya. 
Karena pengadaan pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk mengisi formasi 
yang lowong , oleh karena itu maka pengadaan pegawai tersebut 
dilaksanakan atas dasar kebutuhan penambahan pegawai, baik dalam arti 
jumlah, kualitas pegawai serta kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Untuk 
itu, setiap warga negara republik indonesia yang memenuhi syarat yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi 
kesempatan yang sama untuk mengajukan lamaran pekerjaan sebagai calon 
pegawai negeri sipil. Pengadaan pegawai dapat bersumber dari pelamar 
umum maupun tenaga honorer. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa 
pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil 
daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri 
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secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan 
formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, 
penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban 
kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. 
Kabupaten Bone sebagai  salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan melakukan manajemen pegawai negeri sipil melalui Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Pemerintah Kabupaten 
Bone melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil jika terdapat formasi 
yang lowong dalam suatu instansi. Pengadaan pegawai negeri sipil ini 
bertujuan untuk mengatasi kebutuhan pegawai negeri sipil di daerahnya 
sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.  
Dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil mulai tahun 2006 
pemerintah telah menetapkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer 
menjadi calon pegawai negeri sipil. Pengangkatan ini dilaksanakan oleh 
pemerintah atas pertimbangan agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 
pusat maupun pemerintahan daerah, yang sebagian dilakukan oleh tenaga 
honorer dapat berjalan dengan lancar. Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 
48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan tenaga honorer di Indonesia, terutama bagi 
tenaga honorer yang telah lama mengabdi pada suatu instansi pemerintahan 
namun belum ada kejelasan mengenai statusnya karena belum juga 
diangkat menjadi CPNS. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bone, dari 
informasi yang diperoleh penulis dari salah satu informan di BKDD 
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Kabupaten Bone bahwa untuk ruang lingkup Kabupaten Bone sendiri masih 
ada sekitar 26 orang tenaga honorer yang telah masuk data base tahun 
2005 namun belum terangkat sampai tahun 2012. Padahal berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang kemudian diubah 
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, dijelaskan bahwa 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS akan dilaksanakan mulai 
tahun 2006 sampai tahun 2010. Namun kenyataannya sampai tahun 2012 
masih ada beberapa tenaga honorer yang belum terangkat menjadi CPNS. 
Peraturan ini menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya adalah ketentuan 
jenis tenaga honorer yang di prioritaskan (guru, tenaga kesehatan, penyuluh 
dan tenaga teknis), batas usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, 
kemudian masa kerja sebagai tenaga honorer minimal 1 tahun secara 
berturut-turut. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus dilakukan 
secara objektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang semestinya 
agar dalam proses rekrutmen tenaga honorer menjadi CPNS dapat terhindar 
dari segala permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone sebagai pelaksana 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di daerah haruslah 
berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. 
Berdasarkan  fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 
meneliti mengenai “Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 
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Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Bone”. 
I.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan 
diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone? 
I.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan “Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone”. 
I.4 Manfaat Penelitian 
I.4.1  Manfaat akademis 
 Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi 
civitas akademika yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sebagai 
rujukan bagi penelitian selanjutnya. 
I.4.2   Manfaat Praktis 
 Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
dalam hal “Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Bone”. 
 
7 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 II.1 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 
II. 1.1 Defenisi  Manajemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Gouzali Saydam (dalam Subekhi, 2012:19), manajemen 
sumber daya manusia terdiri dari dua kata yaitu : manajemen dan sumber 
daya manusia. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti 
mengelola, menata, mengurus, mengatur atau mengendalikan. Dengan 
demikian manajemen pada dasarnya dapat diterjemahkan menjadi 
pengelolaan, penataan, pengurusan, pengaturan atau pengendalian. 
Sedangkan sumber daya manusia semula merupakan terjemahan dari 
human resources. Namun ada pula para ahli yang menyamakan SDM 
dengan man power atau tenaga kerja, bahkan sebagian orang 
menyetarakan pengertian SDM dengan personnel (personalia). 
Menurut Edwin B. Flippo (dalam Subekhi, 2012;26) Personnel 
management is the planning, organizing, directing, and controlling of the 
procurement, development, compensation, integration, maintenance, and 
separation of human resources to the end that individual, organizational and 
societal objectivies are accomplished. (Manajemen personalia adalah 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 
dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan 
perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat). 
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Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2008;2), manajemen sumber 
daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 
pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 
pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa manajemen 
sumber daya manusia adalah pengaturan sumber daya manusia melalui 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 
pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, 
dan pemberhentian guna meningkatkan produktivitas organisasi. 
II. 1.2 Fungsi  Manajemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Gouzali Saydam (dalam Subekhi, 2012;39), fungsi 
manajemen sumber daya manusia adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh 
MSDM dalam rangka menunjang tugas manajemen (perusahaan) 
menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
Menurut Hasibuan (2006;21), fungsi manajemen sumber daya 
manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian. 
a. Perencanaan 
Perencanaan SDM (human resource planing) adalah 
perencanaan tenaga kerja secara efektif serta efesien agar sesuai 
dengan kebutuhan organisasi/perusahaan dalam membantu terwujudnya 
tujuan. perencanaan dilakukan dengan menentukan program 
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kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, 
pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian 
karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya 
tujuan organisasi/perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
b. Pengorganisasian 
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 
karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 
delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. 
c. Pengarahan 
Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 
agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efesien dalam membantu 
tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan 
menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 
d. Pengendalian 
 Pengendalian adalah kegiatan pengendalian semua karyawan 
agar mentaati peraturan-peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan 
rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan 
tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian 
karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, 
pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 
e. Pengadaan 
 Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 
orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 
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kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik akan membantu 
terwujudnya tujuan. 
f. Pengembangan  
 Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 
teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
g. Kompensasi 
 Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung dan 
tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 
yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan 
layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan 
dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas 
upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 
konsistensi. 
h. Pengintegrasian 
 Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan 
kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 
sama yang serasi dan saling menguntungkan. Pengintegrasian 
merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena 
mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 
i. Pemeliharaan  
 Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau 
meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka 
tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik 
dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 
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sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan 
eksternal konsistensi. 
j. Kedisiplinan 
 Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 
terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan 
yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk 
mentaati peraturan-peraturan organisasi dan norma-norma sosial. 
k. Pemberhentian 
 Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang dari 
suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh kenginan karyawan, 
keinginan organisasi, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 
lainnya. 
II. 1.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Manajemen sumber daya manusia (MSDM) mempunyai berbagai 
tujuan yang menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia 
dalam suatu organisasi . Maksud dari manajemen sumber daya manusia 
adalah meningkatkan kontribusi yang produktif dari karyawan kepada 
organisasi melalui tanggung jawab strategis,etis, dan sosial. (Sofyandi, 2008; 
9). 
 Menurut Herman Sofyandi (2008;11)  tujuan manajemen sumber 
daya manusia juga dapat dirinci menjadi empat tujuan, yaitu : 
1. Tujuan organisasional 
Tujuan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk 
tercapainya efektivitas maksimal dari suatu organisasi, dengan 
menggerakkan dan mengefektifkan sumber daya manusianya di masing-
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masing organisasi. Oleh karena itu mutlak bagi setiap manajer dalam 
suatu organsasi menggerakkan, memotivasi, mengarahkan dan 
mengefektifkan secara tepat, baik dan benar anak buahnya dalam 
mencapai sasaran tugas pokonya masing-masing. Sehingga dengan 
demikian pengetahuan manajemen sumber daya manusia sangat mutlak 
dihayati dan dilaksanakan oleh setiap manajer disemua bidang dalam 
organisasi. 
2. Tujuan fungsional 
Secara fungsional tujuan manajemen sumber daya manusia di setiap 
organisasi adalah harus sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih 
besar. Tidak berlebihan maupun tidak terlalu kurang dari tujuan 
organisasi secara keseluruhan. Sebab, adanya suatu “kelebihan” atau 
“kekurangan” pencapaian sasaran di masing-masing unit organisasi 
tersebut, menunjukkan adanya pemborosan penggunaan sumber daya 
manusia. Oleh karenanya, setiap unit organisasi yang mengelola atau 
menggunakan sumber daya manusia, harus mampu memelihara 
keseimbangan yang tepat dalam “kuantitas” maupun “kualitas” sumber 
daya manusianya masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi 
masing-masing yang sinkron dengan tujuan organisasi dalam arti 
luasnya. 
3. Tujuan sosial 
Setiap organisasi, apapun tujuannya, harus mengingat akibatnya bagi 
kepentingan masyarakat umumnya, disamping untuk kepentingan 
masyarakat internal organisasinya. Disamping itu aspek etika dan  moral 
dari produk yang dihasilkan suatu organisasi, juga merupakan tanggung 
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jawab organisasi yang di dalamnya terdapat manusia-manusia yang 
menangani, yang tidak lain juga anggota masyarakat di luar 
organisasinya. 
4. Tujuan personal 
Kepentingan personal atau individual dalam organisasi juga harus 
diperhatikan oleh setiap manajer, terutama manajer sumber daya 
manusia, dan harus disinkronkan dengan tujuan organisasi secara 
keseluruhan. Dengan demikian tujuan personal atau individual setiap 
anggota organisasi harus diarahkan pula untuk tercapainya tujuan 
organisasi. Untuk itu, motivasi pemeliharaan maupun pengembangan 
individu-individu dalam organisasi perlu senantiasa diperhatikan dan 
dilaksanakan dengan baik. 
II. 1.4 Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Menurut Martoyo (2000;14), aktivitas manajemen sumber daya 
manusia pada dasarnya adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah 
yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan 
kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tepat bagi organisasi 
agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat. 
 Aktivitas tersebut memang memerlukan anggota staf yang tepat dan 
baik serta jumlah anggaran yang cukup. Aktivitas yang tercakup dalam hal 
ini adalah : 
1. Perencanaan sumber daya manusia 
2. Rekrutmen 
3. Proses seleksis 
4. Orientasi 
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5. Penempatan 
6. Pendidikan dan pelatihan 
7. Pengembangan 
8. Penilaian kinerja 
9. Proses kompensasi 
10. Pemberian insentif sesuai jasanya dalam organisasi 
11. Hubungan kerja 
12. Penentuan akhir 
II.2 Konsep Rekrutmen Tenaga Honorer 
II.2.1 Defenisi Rekrutmen  
   Dubois (dalam Suwatno, 2011;62) menyatakan : “ Recruitment is the 
prosess of attracting as many qualified  applicants as possible foe existing 
vacancies and anticipated openings. It is a talent search , a pursuit of the 
best group of applicants for an available position.” Rekrutmen adalah proses 
menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada 
dan bukan diantisipasi . ini merupakan pencarian bakat , pengejaran 
kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. 
   Cardoso (2003;105) , mengatakan rekrutmen merupakan proses 
mencari , menemukan , dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam 
suatu organisasi. 
   Veithal Rivai (2006;158) menyatakan bahwa rekrutmen pada 
hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar, yang 
mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan . proses ini dimulai ketika 
para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan 
/ dikumpulkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan 
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baru untuk dan seleksi dan dipilih. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan 
sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM(karyawan yang 
berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu 
perusahaan. 
II.2.2  Tujuan Rekrutmen 
   Rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai ketika 
sebuah organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan 
sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan (qualified) sesuai 
dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan 
rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan 
kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga 
memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari 
yang terbaik (Rivai, 2006;160).  
   Menurut Sulistiyani (2003;136) program rekrutmen yang baik perlu 
melayani banyak tujuan. Tujuan rekrutmen yang sering disebutkan adalah 
memikat sekumpulan besar pelamar kerja, namun kumpulan-kumpulan 
pelamar tersebut sedemikian besarnya sehingga sangat mahal biaya untuk 
pemrosesan. Untuk itu aktivitas rekrutmen perlu memantapkan tujuan-
tujuannya. Adapun tujuan rekrutmen adalah meliputi : 
1. Rekrutmen sebagai alat keadilan sosial 
2. Rekrutmen sebagai teknik untuk memaksimumkan efesiensi 
3. Rekrutmen sebagai strategi responsivitas politik. 
   Upaya-upaya perekrutan juga hendaknya mempunyai efek luberan, 
yakni citra umum organisasi harus menanjak dan bahkan pelamar-pelamar 
yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap organisasi. 
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II.2.3  Prinsip –Prinsip Rekrutmen  
Prinsip-prinsip rekrutmen menurut Veithzal Rivai (2006;161) adalah 
sebagai berikut: 
a. Mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu 
sebelumnya perlu dibuat:  
1. Analisis pekerjaan  
2. Deskripsi pekerjaan  
3. Spesifikasi pekerjaan  
b. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang 
tersedia untuk mendapatkan hal tersebut  perlu dilakukan : 
1. Peramalan kebutuhan tenaga kerja , dan  
2. Analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja (work force analysis). 
c. Biaya yang diperlukan diminimalkan  
d. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan  
e. Fleksibility 
f. Pertimbangan-pertimbangan hukum 
II.2.4  Teknik Rekrutmen 
Cardoso (2003;111) menyatakan bahwa teknik-teknik rekrutmen, baik 
disektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui asas 
disentralisasikan atau didesentralisasikan tergantung kepada keadaan 
organisasi, kebutuhan dan jumah calon pekerja yang hendak direkrut. 
a. Teknik rekrutmen yang disentralisasikan 
Jika suatu instansi mempunyai beberapa ribu pekerja dan jika 
departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah pekerja juru 
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ketik atau teknis bagi kedudukan yang sama, rekrutmen yang 
disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efesien biaya. 
Jika rekrutmen disentralisasikan instansi yang mengola sumber daya 
manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari para manajer 
akan perkiraan-perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerja-
pekerja baru yang dibutuhkan diwaktu yang akan datang. Untuk 
memenuhi peraturan perundangan affirmative action yang menghendaki 
perwakilan proporsional maka setiap pengumuman pekerjaan harus 
memasukkan informasi seperti : a.) Jenis pekerja,klasifikasi, dan 
besarnya gaji; b.) Lokasi tugas (unit geografis dan organisasi);                
c.) Gambaran dari kewajiban-kewajiban kerja; d.) Kualifikasi minimal;      
e.) Tanggal mulai kerja; f.) Prosedur-prosedur pelamaran; dan             
g.) Tanggal penutup bagi penerimaan pelamaran-pelamaran. 
b. Teknik rekrutmen yang didesentralisasikan 
Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi 
yang relatif kecil, kebutuhan-kebutuhan rekrutmen yang terbatas, dan 
dalam mana setiap instansi memperkerjakan berbagai tipe pekerja. 
Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi yang 
profesional,ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tertentu. 
Instansi-instansi secara sendiri-sendiri biasanya lebih memilih rekrutmen 
yang didesentralisasikan karena mereka akan secara langsung 
mengendalikan proses rekrutmennya, hanya saja kelemahannya para 
pimpinan tingkat pusat akan kehilangan kendai mengenai apakah 
proses rekrutmen itu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan dan memperhatikan nilai yang hendak diutamakan ataupun 
tidak. 
II.2.5 Sumber Rekrutmen 
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa rekrutmen 
dimaksudkan untuk mendapatkan calon karywan yang memenuhi syarat. 
Oleh karena itu, menurut Randall S. Sschuler dan Susan E. Jackson (dalam 
Suwatno, 2011;71) proses rekrutmen hendaknya perlu memperhatikan 
sumber-sumber yang dapat dijadikan wahananya, yaitu meliputi sumber 
internal dan sumber eksternal. Tidak jauh dari pendapat Randall, Simamora 
(2004:185) juga mengatakan ada dua sumber utama rekrutmen yang dapat 
digunakan yaitu sumber internal dan eksternal. Perusahaan dapat 
memperoleh orang yang direkrut dari kedua sumber ini. Sumber internal 
berkenaan dengan karyawan-karyawan yang ada saat ini didalam 
organisasi. Sedangkan sumber eksternal adalah individu yang saat ini tidak 
dikaryakan oleh organisasi. 
a. Sumber internal 
  Randall S. Sschuler dan Susan E. Jackson (dalam Suwatno, 
2011;72) menyatakan bahwa sumber-sumber internal dalam rekrutmen 
meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk 
dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan 
karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Adapun metode 
yang dapat digunakan adalah dengan menempelkan pemberitahuan 
pada papan pengumuman, pengumuman lisan, penelitian riwayat kerja 
karyawan, penelitian daftar promosi berdasarkan kinerja, melakukan 
pemeringkatan dari kegiatan penelitian, melakukan pengecekan daftar 
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senioritas, dan melihat daftar yang dibuat menurut keterampilan pada 
sistem informasi sumber daya manusia perusahaan. Itu semua dapat 
dilakukan dengan membuat job posting dan daftar keterampilan. 
  Kebijakan rekrutmen internal mempunyai beberapa kelebihan, 
yaitu: 
1. Sebagian orang umumnya mengharapkan adanya kenaikan gaji dan 
status karier mereka. Oleh sebab itu kebijakan ini meningkatkan 
moral kerja karyawan, kurangnya promosi, dan peningkatan di dalam 
organisasi dapat menjadi penyebab utama timbulnya putaran 
karyawan dan ketidakpuasan. 
2. Manajemen perusahaan dapat menilai keahlian, pengetahuan dan 
keistimewaan dari kalangan karyawannya yang ada saat ini secara 
lebih akurat dari pada sekiranya diadakan wawancara terhadap 
pelamar. Resiko terjadinya kekeliruan seleksi dan penempatan dapat 
dikurangi. 
3. Masalah rekrutmen dan seleksi dapat disederhanakan karena yang 
direkrut dari luar hanyalah pekerja entry level dan persyaratan 
pendidikan, keahlian, dan pengetahuan tentang pekerjaan in relatif. 
4. Individ yang ditarik dari dalam tentunya lebih mengenal perusahaan 
dan orang-orangnya, dengan cara ini biasa penarikan dari dalam 
akan lebih murah dari pada apabila perusahaan harus  melakukan 
rekrutmen dari sumber eksternal, di sini karyawan telah menguasai 
seluk beluk perusahaan dan organisasi sehingga tidak perlu lagi 
melakukan investasi lebih jauh dalam mengorientasikan karyawan 
terhadap ekspektasi dan standar perusahaan. 
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5. Masa pelatihan dan sosialisasi lebih singkat disebabkan lowongan 
yang ada diisi secara internal. Karyawan-karyawan yang ada 
sekarang semakin sedikit belajar tentang organisasi dan prosedurnya 
dibandingkan seorang pendatang baru. 
  Disamping bermanfaat kebijakan rekrutmen internal juga memiliki 
beberapa kelemahan, yaitu : 
1. Memicu pertikaian. Pada saat para karyawan mengetahui semua 
calon yang akan mengisi kekosongan terbit rasa benci terhadap 
siapa saja yang akhirnya dipromosikan, masalah ini  tidak begitu 
kentara manakala orang luar yang menduduki posisi tersebut. 
2. Tidak ada organisasi yang suatu saat tidak akan dimanfaatkan injeksi 
“darah baru”, bagaimanapun juga organisasi memerlukan beragam 
keahlian baru, ide baru, metode baru, dan itu semuanya dibawa 
masuk oleh orang-orang dari luar perusahaan yang dampaknya akan 
membuka wawasan baru terhadap profitabilitas. 
3. Ada kemungkinan karyawan dari dalam tidak lebih dari sekedar 
peniru atasannya sehingga tidak satupun gagasan baru yang dapat 
disemai. Ketika dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dan 
berpengaruh mereka senderung sekedar mengulangi praktik yang 
sudah kadaluwarsa. 
4. Perubahan teknologi yang sedemikian kencang menyebabkan 
organisasi tidak mungkin mengembangkan semua bakat dar dalam 
secara cepat, guna mengikuti perubahan itu. 
5. Apabila sebuah lowongan diisi secara internal, lowongan kedua akan 
muncul dalam artian menduduki posisi yang ditinggalkan oleh 
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individu yang mengisi kekosongan pekerjaan tadi. Jikalau 
kekosongan yang kedua ini juga diisi secara internal, maka 
kekosongan lain bakal terjadi lagi.  
6. Pencapaian tujuan affirmative action biasanya dirah hanya melalui 
perekrutan eksternal agresif. 
7. Kebijakan ini menciptakan pola pikir yang sempit dimana kebijakan 
promosi dari dalam juga membutuhkan program pengembangan 
manajemen yang kuat daa upaya mempersiapkan kandidat 
manajerial untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. 
b. Sumber eksternal 
  Menurut Randall S. Sschuler dan Susan E. Jackson (dalam 
Suwatno, 2011;74), sumber eksternal merupakan sumber untk 
mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau 
kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan 
program referal karyawan, yaitu iklan secara lisan, walk in applicant, 
dimana sejauh pelamar mencalonkan diri dengan mendatangi langsung 
bagian rekrutmen diperusahaan tersebut; melalui biro-biro tenaga kerja, 
melalui perusahaan lain, melalui biro-biro bantuan sementara; melalui 
asosiasi dan serikat dagang; sekolah, WNA (warga negara asing). 
Adapun metode yang dapat digunakan adalah melalui iklan radio dan 
televisi, iklan di koran dan jurnal perdagangan, computerized service 
listing, akuisisi dan merger, open house,rekrutmen berdasarkan kontrak 
dan perekrutan tenaga kerja sementara. Selain melalui metode yang 
telah disebutkan oleh Randall S. Sschuler dan Susan E. Jackson 
tersebut. Sondang P. Siagian (2008; 112) juga menambahkan berbagai 
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sumber metode yaitu melalui perusahaan pencari tenaga kerja 
profesional, organisasi profesi, dan balai latihan kerja milik pemerintah. 
  Pada situasi tingkat putaran yang tinggi dimana prestasi kerja 
memburuk dan perlu adanya perubahan strategi, orang-orang dari luar 
perusahaan menjadi pilihan yang lebih baik. Orang-orang dari luar 
mempunyai pengalaman untuk menerapkan strategi baru dan tidak 
bertahan terhadap kelemahan yang ada sebelumnya, dan kalangan 
karyawan kemungkinan besar akan lebih antusias manakala ada orang 
dari luar yang ditarik masuk. Kebijakan rekrutmen eksternal mempunyai 
beberapa kelebihan, yaitu : 
1. Orang-orang yang direkrut dari luar membawa beragam ide dan 
wawasan baru kedalam perusahaan, mereka juga mampu 
mengadakan perubahan di dalam organisasi tanpa harus 
menyenangkan kelompok kepentingan. 
2. Rekrutmen pelamar dari luar untuk lapisan menengah dan yang 
diatasnya akan mengurangi pertikaian di antara kalangan karyawan 
karena perebutan promosi, tatkala pertikaian kian tajam organisasi 
mulai lebih banyak merekrut dari sumber eksternal guna meredakan 
perselisihan internal. 
3. Tidak banyak mengubah hierarki organisasional yang ada sekarang. 
Kebijakan rekrutmen eksternal juga mempunyai beberapa 
kelemahan, yaitu : 
1. Perusahaan menanggung resiko dalam mengangkat seseorang dari 
luar organisasi karena kecakapan dan kompetensi orang itu tidak 
dinilai dari tangan pertama. 
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2. Perusahaan menanggung biaya kesempatan karena kehilangan 
waktu yang terjadi pada saat orang tersebut diorientasikan pada 
pekerjaan baru. 
3. Seandainya pengangkatan dari luar sering terjadi , karyawan-
karyawan yang ada sekarang dapat menjadi tidak puas karena 
mereka mendapatkan kesempatan promosi. 
4. Tidak ada informasi yang tersedia mengenai kemampuan individu 
dalam menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru. 
II.3 Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS 
II.3.1 Konsep Pegawai Negeri Sipil 
Pengertian Pegawai  Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dari 
Poerwadarminta (http://www.sarjanaku.com), kata Pegawai berarti orang 
yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya). 
Istilah pegawai menurut Wijaya (http://www.sarjanaku.com) 
mengandung pengertian sebagai berikut :  
1. Menjadi anggota suatu kerjasama (organisasi) dengan maksud 
memperoleh balas jasa/imbalan kompensasi atas jasa yang telah 
diberikan. 
2. Berada dalam sistem kerja yang sifatnya lugas/pamrih. 
3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pihak 
pemberi kerja. 
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melalui proses 
penerimaan. 
5. Dan akan menghadapi masa pemberhentian (pemutusan hubungan kerja 
antara pemberi kerja dengan penerima kerja). 
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 Dalam Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara 
indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, 
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. pegawai negeri terdiri dari : 
1. Pegawai Negeri Sipil 
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 
3. Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia. 
 Pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan 
diatas terdiri dari : 
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah : 
1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada 
Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga 
tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan. 
2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan. 
3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada 
daerah otonom. 
4. Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-
undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti 
perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain. 
5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, 
seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain. 
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b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah pegawai negeri sipil daerah 
provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah 
daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. 
  Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan, dan pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya pegawai 
negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta 
tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
II.3.2 Konsep Tenaga Honorer 
  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, tenaga honorer adalah 
seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat 
lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi 
pemerintah atau yang penghasilannya menjadi Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang 
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil di 
lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pejabat 
lain dalam pemerintahan adalah sekretaris jenderal, sekretaris daerah, 
kepala dinas, kepala BKD, dan pimpinan unit organisasi pemerintah yang 
diberi wewenang otorisasi dalam mengelola APBN/APBD. Penghasilan 
tenaga honorer dari APBN/APBD adalah penghasilan pokok yang secara 
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tegas tercantum dalam alokasi belanja/upah pada APBN/APBD. Sementara 
itu yang dimaksud dengan Instansi pemerintah adalah : 
1. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan 
peraturan presiden atau PPK setelah mendapat persetujuan tertulis dari 
menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. 
2. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya 
ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan pedoman yang diatur 
dalam peraturan pemerintah. 
 Dalam peraturan pemerintah ini Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, Koperasi Pegawai, Sekretariat Korps Pegawai Republik 
Indonesia, yayasan, desa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Dewan 
Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, Palang Merah Indonesia dan 
sebagainya yang sejenis, tidak termasuk pengertian instansi pemerintah 
pusat atau instansi pemerintah daerah. 
II.3.3 Ketentuan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
 Dalam bidang kepegawaian, rekrutmen lebih dikenal dengan istilah 
pengadaan. Pengadaan diartikan sebagai proses kegiatan untuk mengisi 
formasi yang lowong , mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, 
penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yang merupakan 
perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap Warga Negara 
Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar 
menjadi pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang 
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ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, adapun syarat-syarat yang harus 
dipenuhi antara lain sebagai berikut : 
1. Warga negara indonesia berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) 
tahun dan setinggi-tingginya 35(tiga puluh lima) tahun; 
2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan 
tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 
4. Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri; 
5. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang 
diperlukan; 
6. Berkelakuan baik; 
7. Sehat jasmani dan rohani; 
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan 
9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 
 Pengadaan calon pegawai negeri sipil mulai tahun 2006 pemerintah 
telah menetapkan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon 
pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS merupakan salah satu usaha 
pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan tenaga honorer di 
Indonesia. Namun berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
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Menjadi CPNS, beberapa ketentuan mengenai batas usia dengan masa 
kerja, proses seleksi dan ketentuan lainnya, belum dapat menyelesaikan 
pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Maka 
berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu mengubah 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 
Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Sehingga 
ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 menggantikan 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, yang diharapkan mampu 
memperlancar pelaksanaan dan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Pada prinsipnya beberapa 
ketentuan yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, 
antara lain mengenai penentuan usia yang dikaitkan dengan masa kerja, 
kewenangan penentuan daerah terpencil atau tertinggal dengan kriteriannya, 
serta pembebanan biaya pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer 
menjadi calon pegawai negeri sipil. 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS dijelaskan bahwa tenaga 
honorer merupakan seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawain atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan 
tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari 
perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, 
penetapan NIP sampai dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 
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yang berasal dari tenaga honorer. Peraturan pemerintah ini merupakan 
peraturan khusus dan mengecualikan beberapa pasal dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2002. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan 
peraturan pemerintah ini dapat dilakukan apabila tenaga honorer tersebut 
memenuhi syarat yang ditentukan, baik syarat administratif maupun syarat 
lain yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan 
perundang-undangan lainnya.  
 Berdasarkan peraturan pemerintah ini, ditentukan prioritas jenis 
tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. 
Demikian juga urutan prioritas usia dan masa bekerja sebagai tenaga 
honorer yang akan menjadi pertimbangan dalam pengangkatannya menjadi 
calon pegawai negeri sipil. 
 Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai: 
1. Guru; 
2. Tenaga kesehatan; 
3. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan 
4. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. 
 Pengangkatan tenaga honorer juga didasarkan pada: 
a. Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 
(sembilan belas) tahun; dan 
b. Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara 
terus menerus. 
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 Pengangkatan tenaga honorer berdasarkan ketentuan diatas di 
prioritaskan bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja yang lebih 
lama dan tenaga honorer yang usianya paling tinggi. Jika terdapat tenaga 
honorer yang usianya menjelang 46 tahun maka tenaga honorer tersebut 
menjadi prioritas utama dalam pengangkatan, karena dikhawatirkan untuk 
mengisi formasi tahun berikutnya tenaga honorer tersebut sudah tidak 
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. 
Pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri 
sipil tingkat pusat akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja 
negara, dan  tingkat daerah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja 
daerah.  
 Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan pengadaan 
calon pegawai negeri sipil dari tenaga honorer meliputi beberapa tahap 
antara lain : 
1. Perencanaan 
  Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil 
dilakukan dan menjadi tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian, dan 
untuk kelancaran pelaksanaannya Pejabat pembina kepegawaian dapat 
menunjuk pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang 
kepegawaian. Dalam tahap perencanaan, pejabat pembina kepegawaian 
daerah membentuk tim pelaksana pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS.  
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2. Penetapan nama yang akan diangkat 
  Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan formasi adalah 
mereka yang namanya tercantum dalam daftar nominatif tenaga honorer 
yang ditetapkan oleh kepala BKN dari nama yang ada dalam data base 
tenaga honorer BKN. Meskipun nama tenaga honorer ada dalam data base 
apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan ,maka yang bersangkutan 
tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer di luar data base BKN 
tidak dapat mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS. Dalam 
menetapkan daftar nominatif tersebut dibuat berdasarkan prioritas jenis 
jabatan (guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis), masa kerja 
dan usia, kecuali tenaga honorer yang telah mencapai usia menjelang 46 
tahun, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Bagi yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun pada 
tanggal 1 januari untuk mengisi formasi tahun yang bersangkutan 
menjadi prioritas utama (didahulukan) untuk diangkat menjadi 
PNS. 
b. Bagi yang mempunyai masa kerja lebih banyak, pengangkatannya 
menjadi prioritas berikutnya. 
c. Apabila terdapat 2(dua) atau lebih yang mempunyai masa kerja 
sama, maka bagi yang memilki usia yang lebih tinggi terlebih 
dahulu diprioritaskan pengangkatannya. 
3. Seleksi administrasi 
  Seleksi adminstrasi adalah tahap dimana pemeriksaan terhadap 
berkas-berkas yang menjadi persyaratan pengangkatan menjadi CPNS. Ini 
merupakan tugas dari tim pelaksana pengangkatan yang sebelumnya telah 
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ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian. Setiap tenaga honorer yang 
telah diumumkan dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS wajib 
mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan 
tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan : 
a. Foto copy sah ijasah/STTB yang sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan dan tugas yang ditetapkan. 
b. Pas photo ukuran 3×4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan 
menuliskan nama dan tanggal lahir baik dibalik pas photo 
tersebut. 
c. Foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama 
sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer. 
d. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai 
huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas photo 
ukuran 3×4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan 
Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya 
disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung 
jawab dibidang kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan 
agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk 
pengalaman kerja sebagai tenaga honorer. 
e. Surat keterangan cacatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwajib/POLRI. 
f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. 
g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan 
kesehatan pemerintah. 
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h. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan 
Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya 
disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung 
jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang : 
1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 
2. Tidak pernah diberhentikan dengan dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon 
pegawai negeri/ pegawai negeri atau diberhentikan tidak 
dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai 
swasta. 
3. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri/pegawai 
negeri. 
4. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 
 
  Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan 
administrasi yang dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan 
ketentuan : 
a. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal 
yang ditentukan dalam pengumuman 
b. Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan 
satuan kerja dimana tenaga honorer bekerja, yang selanjutnya disampaikan 
secara kolektif dengan surat pengantar kepala biro/bagian kepegawaian atau 
BKD instansi yang bersangkutan, disertai kelengkapan sebagaimana 
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dimaksud angka 1 huruf a sampai dengan huruf h, ditambah dengan surat 
pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan 
kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon 
II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan : 
1. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini 
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus. 
2.  Selama menjadi tenaga hononer memilki disiplin yang baik dan 
integritas yang tinggi.  
4. Penetapan NIP 
 Setelah tahap seleksi administrasi selesai ditingkat daerah maka 
pejabat pembina kepegawaian menyampaikan usulan NIP untuk tenaga 
honorer yang akan diangkat menjadi CPNS kepada BKN. Namun penetapan 
NIP dilakukan oleh BKN dengan cara mencocokkan nama tenaga honorer 
yang diusulkan NIP nya oleh pejabat pembina kepegawaian dengan daftar 
nama tenaga honorer yang ditetapkan dalam database BKN. Penetapan NIP 
dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. 
5. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
 Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat maka akan diberikan 
NIP oleh BKN. Kemudian setelah pejabat pembina kepegawaian daerah 
menerima nama-nama tenaga honorer yang telah memiliki NIP maka 
ditetapkanlah surat keputusan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. 
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Gambar 1 
Tahapan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
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Penetapan nama yang 
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Pengangkatan tenaga 
honorer menjadi CPNS 
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II.3  Kerangka Pikir 
  Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengangkatan 
tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil merupakan kegiatan 
pengadaan calon pegawai negeri sipil untuk mengisi formasi yang lowong 
dimulai dari perencanaan , penetapan nama yang akan diangkat, seleksi 
administrasi, penetapan NIP sampai dengan pengangkatan calon pegawai 
negeri sipil yang berasal dari tenaga honorer. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam rekrutmen 
(pengangkatan) tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil 
diproritaskan kepada tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru,tenaga 
kesehatan,tenaga penyuluh dan tenaga teknis. Dengan ketentuan tenaga 
honorer yang masa kerjanya minimal 1 tahun secara berturut-turut dan 
tenaga honorer yang usianya maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun pada 
keadaan tahun 2005. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam tinjauan 
pustaka bahwa peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CPNS, untuk itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ini 
akan berlaku untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada 
periode pengangkatan mulai tahun 2008 sampai tahun 2010. 
  Adapun untuk pengangkatan CPNS tiap tahunnya diprioriataskan 
untuk tenaga honorer yang masa kerjanya lebih lama dan tenaga honorer 
yang berusia lebih tinggi. Namun jika terdapat tenaga honorer yang berusia 
menjelang 46 tahun maka yang bersangkutan menjadi prioritas pertama 
dalam pengangkatan menjadi CPNS. pengertian “menjelang usia 46  (empat 
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puluh enam) tahun” yaitu apabila dalam tahun anggaran berjalan yang 
bersangkutan tidak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, maka untuk 
tahun anggaran berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat untuk diangkat 
menjadi calon pegawai negeri sipil karena telah berusia lebih dari  46  
(empat puluh enam) tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 
berikut ini : 
Gambar 2 
Kerangka pikir 
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                  Ketentuan pengangkatan 
 
1. Jenis tenaga honorer yang diprioritaskan 
(guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh dan 
tenaga teknis). 
2. Masa kerja sebagai tenaga honorer minimal 1 
tahun. 
3. Usia tenaga honorer minimal 19 tahun dan 
maksimal 46 tahun. 
Pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS (2008-2010). 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2007 
Tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi 
CPNS 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Menurut Sugiyono (2004;1) metode penelitian merupakan cara 
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi 
untuk mendapatkan data yang valid untu memecahkan suatu masalah 
dalam sebuah penelitian maka harus berlandaskan pada keilmuan yakni 
rasional, empiris dan sistematis. Pada bab ini penulis menjabarkan metode 
yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. 
III.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 
dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu 
untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 
diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang 
objektif dalam rangka mengetahui pengangkatan tenaga honorer menjadi 
calon pegawai negeri sipil di Badan Kepagawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone. 
III.2 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone yang merupakan dinas yang 
menangani masalah manajemen pegawai negeri sipil daerah Kabupaten 
Bone. 
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III.3 Tipe Dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran, uraian dan penjelasan 
yang tepat menyangkut masalah prosedur kegiatan. Penelitian deskriptif 
merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena 
buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 
perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang 
satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis 
metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi 
objek sesuai dengan apa adanya.  
Sedangkan dasar penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus 
yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu 
selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.  
Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang 
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-
masalah yang diteliti tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon 
pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Bone. 
III.4 Unit Analisis 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. 
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III.5 Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu : 
1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
lokasi penelitian yakni sumber data, dari informan yang bersangkutan 
dengan cara wawancara . 
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari 
bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, 
dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang 
dapat mendukung kelengkapan data primer. 
III.6 Narasumber atau Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya 
orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah 
orang-orang yang berwenang untuk memberikan informasi tentang 
bagaimana pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri 
sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Bone, yaitu : 
1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Bone 
2. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone 
3. Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone 
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4. Tenaga Honorer yang diangkat menjadi CPNS pada periode 
tahun 2008-2010 di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone. 
III.7 Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder seperti yang 
dijelaskan diatas, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
data yaitu : 
1. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang 
dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. 
2. Studi dokumen 
Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, 
karya tulis ilmiah. 
III.8 Analisis Data 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis 
yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-
keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan 
keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung 
dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterprestasi 
guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang 
diajukan. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Gambaran umum lokasi penelitian  meliputi gambaran umum daerah 
Kabupaten Bone dan gambaran umum objek penelitian yaitu Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone sebagai 
leading sector dalam bidang kepegawaian di Kabupaten Bone.  
IV.1  Gambaran Umum Kabupaten Bone 
 IV.1.1. Kondisi Wilayah 
 Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di 
Propinsi Sulawesi Selatan, secara geografis letaknya sangat strategis 
karena adalah pintu gerbang pantai timur Sulawesi Selatan yang 
merupakan Pantai Barat Teluk Bone memiliki garis pantai yang cukup 
panjang membujur dari Utara ke Selatan menelusuri Teluk Bone tepatnya 
174 Kilometer sebelah Timur Kota Makassar, luas wilayah Kabupaten Bone 
4,556 KM Bujur Sangkar atau sekitar 7,3 persen dari luas Provinsi 
Sulawesi Selatan, didukung 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 Kelurahan.  
 Adapun batas wilayah Kabupaten Bone adalah : 
1. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo dan Soppeng. 
2. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai dan Gowa . 
3. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone . 
4. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru. 
Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang 
diperinci menjadi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) desa dan 39 (tiga puluh 
sembilan) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 (delapan ratus 
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delapan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 121 (seratus dua puluh 
satu). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel 1. Kondisi Wilayah Kabupaten Bone 
No Kecamatan Jumlah Desa 
Jumlah 
Kelurahan 
1 Bontocani 10 desa  1 kelurahan 
2 Kahu 19 desa  1 kelurahan 
3 Kajuara 17 desa   1 kelurahan 
4 Salomekko 7 desa  1 kelurahan 
5 Tonra 11 desa 0 
6 Patimpeng 10 desa 0 
7 Libureng 19 desa  1 kelurahan 
8 Mare 17 desa  1 kelurahan 
9 Sibulue 19 desa   1 kelurahan 
10 Cina 11 desa   1 kelurahan 
11 Barebbo 18 desa 0 
12 Ponre 9 desa 0 
13 Lappariaja 9 desa 0 
14 Lamuru 11 desa 1 kelurahan 
15 Tellu Limpoe 11 desa 0 
16 Bengo 9 desa 0 
17 Ulaweng 14 desa 1 kelurahan 
18 Palakka 15 desa 0 
19 Awangpone 17 desa 1 kelurahan 
20 Tellu Siattinge 15 desa 2 kelurahan 
21 Amali 15 desa 0 
22 Ajangale 14 desa 0 
23 Dua Boccoe 21 desa 1 kelurahan 
24 Cenrana 15 desa 1 kelurahan 
25 Tanete Riattang Barat 0 8 kelurahan 
26 Tanete Riattang 0 8 kelurahan 
27 Tanete Riattang Timur 0 8 kelurahan 
Jumlah 333 39 
Sumber : Data Badan Pusat Statistik 
 
 
 
 
 
44 
 
Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km2 dengan rincian lahan 
sebagai berikut : 
1. Persawahan : 88.449 Ha  
2. Tegalan/Ladang : 120.524 Ha  
3. Tambak/Empang : 11.148 Ha  
4. Perkebunan Negara/Swasta : 43.052,97 Ha  
5. Rutan : 145.073 Ha  
6. Padang rumput dan lainnya : 10.503,48 Ha 
IV.1.2  Demografi 
  Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah 
penduduk Kabupaten Bone adalah 717.268 jiwa, terdiri atas 341.335 
laki‐laki dan 375.933 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone 
sekitar 4.559 km2 persegi, rata‐rata tingkat kepadatan penduduk 
Kabupaten Bone adalah 157 jiwa per km2. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 2. Keadaan Penduduk Kabupaten Bone 
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Bontocani 7.656 7.699 15.355 
2 Kahu 17.905 19.510 37.415 
3 Kajuara 16.783 17.763 34.546 
4 Salomekko 7.265 7.696 14.961 
5 Tonra 6.160 6.658 12.818 
6 Patimpeng 7.543 8.134 15.677 
7 Libureng 14.536 14.605 29.141 
8 Mare  12.159 12.877 25.036 
9 Sibulue  15.218 17.444 32.662 
10 Cina  12.119 13.243 25.362 
11 Barebbo 12.314 14.065 26.379 
12 Ponre 6.437 6.765 13.202 
13 Lappariaja 11.067 12.093 23.160 
14 Lamuru 11.361 12.926 24.287 
15 Tellu Limpoe 6.827 6.933 13.760 
16 Bengo 12.153 13.089 25.242 
17 Ulaweng  11.435 13.080 24.515 
18 Palakka 10.257 11.837 22.094 
19 Awangpone 13.140 15.429 28.569 
20 Tellu Siattinge 18.416 21.291 39.707 
21 Amali 9.334 11.204 20.538 
22 Ajangale 12.581 14.606 27.187 
23 Dua Boccoe 13.808 16.131 29.939 
24 Cenrana 11.090 12.270 23.360 
25 Tanete Riattang Barat 20.863 22.617 43.480 
26 Tanete Riattang 22.815 25.671 48.486 
27 Tanete Riattang Timur 20.093 20.297 40.390 
TOTAL 341.335 375.933 717.268 
 Sumber : Data Badan Pusat Statistik  
 
IV.1.3. Iklim 
 Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. 
Kelembaban udara berkisar antara 95% -99% dengan tempratur berkisar 
260C. Pada periode April sampai September, bertiup angin timur yang 
membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup Angin 
Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. 
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 Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat 
juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan kecamatan 
Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah 
timur. Rata-rata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-
rata < 1.750 mm; 1750 - 2000 mm; 2000 - 2500 mm dan 2500 - 3000 mm. 
 Pada wilayah Kabupatan Bone terdapat juga pengunungan dan 
pembuktian yangdari celah-celah terdapat aliran sungai. Disekitanya 
terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sebagai yang berair pada 
musim hujan kurang lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian 
mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai 
walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan 
Sebagai Lekoballo. 
IV.1.4  Keadaan ekonomi 
a. Mata Pencaharian 
Karena secara garis besar Kabupaten Bone meliputi kebun dan sawah, 
maka pada umumnya masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai 
petani, disamping itu berkebun, dan sisanya ada juga yang menjadi 
nelayan.  
b. Komoditas Unggulan 
1. Perikanan dan kelautan 
Sumber daya perikanan di Kabupaten Bone cukup besar karena 
wilayah pesisir yang membentang dari utara ke selatan sepanjang 127 
km, sangat potensial untuk pengembangan tambak dan rumput laut. 
Potensi luas areal pemeliharaan 17.214 ha dan 11.001 ha diantaranya 
telah dikelola yaitu tambak seluas 10.790 ha dan kolam 211 ha. 
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Komoditi ekspor perikanan yang menjadi unggulan adalah kepiting dan 
udang, namun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan 
produksi yang cukup signifikan hingga mencapai 42 %, penyebab 
menurunnya produksi yaitu pemanfaatan sumber daya ikan tidak 
rasional, penerapan teknik produksi belum maksimal, kegiatan 
produksi dilakukan dalam skala kecil dan sifatnya perorangan, selain 
itu pembinaan dari petugas kurang. Produksi perikanan laut 
mengalami peningkatan rata- rata sebesar 16,8 %, jenis komoditi 
seperti rumput laut, ikan tuna, ikan kerapu, lobster, kepiting rajungan, 
merupakan komoditi ekspor yang sangat menjanjikan karena pangsa 
pasarnya masih cukup bagus. 
2. Pertanian 
Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa luas panen tanaman 
pangan dan hortikultura tetap didominasi oleh padi, pada tahun 2007 
seluas 117.787 ha dengan produksi sebesar 697.299 Ton, sedangkan 
yang lainnya antara lain jagung 38.872 ha dengan produksi sebesar 
149.657 ton, kedelai 4.484 ha dengan produksi mencapai 8.026 ton , 
ubi kayu 663 ha produksinya 7.704 ton,ubi jalar 321 ha dengan 
produksi 2.716 ton, kacang tanah 12.846 ha dengan produksi 24.022 
ton. 
Produktivitas perkomoditasnya masih belum mencapai hasil yang 
optimal, oleh sebab itu,masih perlu didukung adanya pembinaan dan 
penyuluhan di tingkat petani serta usaha perkuatan kelembagaan 
dalam menghasilkan benih bermutu, institusi pengendali 
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hama/penyakit, dukungan alat mesin pertanian dan distribusi pupuk 
memadai 
3. Perkebunan 
Jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Bone antara lain : kelapa 
seluas 14.760 ha dengan produksi 11.675 ton, coklat seluas 37.178 ha 
dengan produksi 12.870 ton, cengkeh 3.106 ha dengan produksi 2.087 
ton, jambu mente 6.242 ha dengan produksi 2.863, kopi 934 ha 
dengan produksi 247 to, tembakau 941 ha dengan produksi 863 ton. 
Secara kuantitas produksi perkebunan memang telah mengalami 
peningkatan tapi belum mencapai hasil yang optimal, demikian pula 
halnya dengan kualitas produksi masih perlu terus ditingkatkan agar 
dapat mencapai standar kualitas ekspor.Sejalan pelaksanaan otonomi 
daerah dengan azas desentralisasi, paradigma pembangunan 
kehutanan di Kabupaten Bone adalah domestic resources based 
(community and resource based development), yaitu (1) menetapkan 
sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat yang seimbang yakni 
ekonomi, ekologi dan sosial; dan (2) memfasilitasi dan mendorong 
terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberi 
peluang yang luas kepada lembaga usaha masyarakat kecil dan 
menengah yang berbasis hutan dalam menuju pengelolaan hutan yang 
lestari, demokratis dan berkeadilan. Pembangunan usaha perkebunan 
rakyat dilakukan dengan cara memfasilitasi dan mendorong 
berkembangnya agribisnis perkebunan yang berdayasaing melalui 
pemberdayaan masyarakat. 
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4. Pariwisata 
Keindahan alam dan kekayaan budaya Kabupaten Bone merupakan 
potensi pariwisata yang pengembangannya diarahkan pada upaya 
menyiapkan Kabupaten Bone sebagai daerah tujuan wisata. Salah 
satu Objek wisata yang telah dikembangkan yaitu Tanjung Palette, 
dengan adanya objek wisata tersebut diharapkan arus kunjungan 
wisatawan ke Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan yang cukup 
bagus dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung. 
Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi yang ada terus dilakukan 
melalui pembinaan usaha jasa pariwisata, peningkatan SDM pelaku 
pariwisata dan promosi pariwisata dengan harapan Kabupaten Bone 
akan lebih siap sebagai daerah tujuan wisata. 
5. Peternakan  
Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan 
pertanian, yang peranannya dalam penyediaan pangan khususnya 
protein hewani terus ditingkatkan untuk mewujudkan swasembada 
ternak dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kurun waktu 
2002 -2005 populasi ternak mengalami peningkatan yang cukup besar 
terutama Sapi Bali, kemudian kambing, kuda dan kerbau. Sedangkan 
yang mengalami penurunan populasi adalah ayam terutama ayam ras 
petelur. Hal ini disebabkan karena menurunnya minat masyarakat 
untuk beternak ayam karena wabah flu burung. Untuk mendukung 
kesehatan produk peternakan terutama agar kesehatan masyarakat 
menjadi semakin baik sehingga penyediaan produk aman, sehat, utuh 
dan halal maka didukung adanya fasilitas lokasi pemotongan berupa 
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Rumah Potong Hewan (RPH), pembinaan terhadap peternak, 
pemberian vaksin ternak dan unggas. 
IV.2 Keadaan Umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Bone 
IV.2.1  Visi Misi BKDD Kabupaten Bone 
 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Bone memiliki visi yang telah dirumuskan dalam rangka meningkatkan 
pembangunan Kabupaten Bone yaitu : 
 “Mewujudkan pengelolaan kepegawaian daerah yang cepat, tepat, 
bertanggung jawab dan transparan.” 
 Sedangkan misi yang diemban Badan Kepegawaian, Pendidikan 
Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone yang bertolak dari visi yang telah 
dirumuskan maka kita dapat menarik makna yaitu : 
1. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan pegawai melalui pendidikan 
dan latihan baik struktural maupun teknis dan fungsional. 
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan administrasi kepegawaian. 
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian pada mutasi jabatan, 
kenaikan pangkat, tapen, pensiun dan perpindahan serta penempatan 
pegawai. 
4. Terwujudnya efesiensi, efektivitas dan transparan dalam pengelolaan 
dan pemberian pelayanan kepegawaian. 
IV.2.2  Rincian Tugas Dan Fungsi 
 Adapun rincian tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bone menurut 
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Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2008 dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Kepala Badan 
  Kepala badan mempunyai tugas membantu bupati dalam 
melaksanakan tugas dibidang teknis kepegawaian. Untuk melaksanakan 
tugasnya, kepala badan mempunyai fungsi : 
a. Membina dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian  
b. Merumuskan strategi pengembangan harian pegawai 
c. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai 
d. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan sumber daya 
aparatur. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati. 
2. Sekretaris 
  Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, 
perencanaan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris 
mempunyai fungsi : 
a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian 
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 
c. Melaksanakan penyusunan program 
d. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. 
3. Kepala sub bagian umum dan perencanaan mempunyai tugas : 
a. Melakukan urusan surat menyurat 
b. Melakukan urusan kearsipan 
c. Melakukan urusan rumah tangga 
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d. Melakukan urusan pencatatan inventaris asset daerah 
e. Membuat perencanaan anggaran dalam bentuk dokumen 
pelaksanaan anggaran dan program tahunan 
f. Membuat laporan dalam bentuk LAKIP , RENSTRA dan laporan 
pelaksana kerja lainnya 
g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
4. Kepala sub bagian keuangan dan perlangkapan mempunyai tugas : 
a. Melakukan urusan administrasi keuangan 
b. Melakukan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal 
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 
d. Membuat laporan bulanan tentang realisasi anggaran penerimaan 
dan pelaporan 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
5. Kepala sub bagian kepegawaian mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan data pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan 
b. Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) 
c. Membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan(DP-3) 
d. Membuat kenaikan gaji berkala (KGB) pada lingkup badan 
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 
e. Membuat izin cuti pegawai 
f. Membuat rekapitulasi absensi pegawai 
g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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6. Kepala bidang pengembangan 
  Kepala bidang pengembangan mempunyai tugas merencanakan 
dan melaksanakan teknis pengembangan pegawai. Untuk 
melaksanakan tugasnya, kepala bidang pengembangan mempunyai 
fungsi: 
a. Membuat perencanaa tentang formasi pegawai 
b. Melaksanakan seleksi penerimaan CPNS 
c. Melaksanakan mutasi jabatan, perpindahan dan penempatan 
pegawai 
d. Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam 
jabatan struktural dan fungsional 
e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 
f. Membuat laporan bulanan dan tahunan tentang pengembangan 
pegawai 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
7. Kepala sub bidang pengadaan, penempatan dan perpindahan pegawai 
mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan data administrasi pengadaan pegawai 
b. Menyiapkan administrasi penempatan dan perpindahan pegawai 
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
d. Membuat laporan bulanan 
e. Melaksanakan tugas ain yang diberikan oleh pimpinan. 
8. Kepala sub bidang jabatan struktural dan fungsional pegawai 
mempunya tugas: 
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a.  Menyiapkan data administrasi pengangkatan pejabat struktural dan 
fungsional 
b. Menyiapkan data administrasi kepegawaian dalam rangka 
pemberhentian pada jabatan struktural dan fungsional 
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
d. Membuat laporan bulanan 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
9. Kepala bidang INKA dan DALPEG 
  Kepala bidang INKA dan DALPEG mempunyai tugas 
menyiapkan data kepegawaian, pengendalian serta evaluasi dan 
pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang INKA dan 
DALPEG mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan pemutahran data pegawai 
b. Merencanakan penegakan kedisiplinan pegawai 
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
10. Kepala sub bidang pengelola data mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan data kepegawaian 
b. Melaksanakan urusan pengoahan data kepegawaian 
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
11. Kepala sub bidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan mempunyai 
tugas: 
a. Menyiapkan data dan aturan tentang kedisiplinan pegawai 
b. Membuat keputusan tentang penjatuhan kedisiplianan pegawai 
c. Melaksanakan evaluasi serta laporan kepegawaian 
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d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
12. Kepala bidang kepangkatan dan pensiun 
 Kepala bidang kepangkatan dan pensiun mempunyai tugas 
mempersiapkan dan mengelola administarsi kepangkatan dan pensiun 
pegawai. Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang kepangkatan 
dan pensiun mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan permintaan usul kenaikan pangkat bagi PNS 
b. Mempersiapkan data bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun 
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
13. Kepala sub bidang mutasi pangkat mempunyai tugas: 
a. Menyiapkan data pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya 
b. Menyiapkan usul kenaikan pangkat bagi PNS 
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
d. Membuat laporan bulanan data pegawai 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
14. Kepala sub bidang pensiun PNS mempunyai tugas : 
a. Menyiapkan dan mengelola berkas usu pensiun 
b. Membuat SK pensiun bagi PNS 
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
d. Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh pimpinan. 
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15. Kepala bidang kesejahteraan  
Kepala bidang kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan 
kesejahteraan dan penghargaan pegawai. Untuk melaksanakan 
tugasnya Kepala bidang kesejahteraan mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan kesejahteraan material PNS 
b. Melaksanakan pembinaan spiritual pegawai 
c. Mempersiapkan pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai 
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
16. Kepala sub bidang kesejahteraan dan bina mental mempunyai tugas: 
a. Menyiapkan kesejahteraan material 
b. Menginventarisir usul ke taspenan 
c. Melaksanakan pembinaan mental PNS 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
17. Kepala sub bidang motivasi penghargaan dan tanda jasa mempunyai 
tugas : 
a. Menyiapkan data usul penghargaan dan tanda jasa 
b. Mengelola data usul penghargaan dan tanda jasa 
c. Membuat laporan 
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
18. Kepala bidang pendidikan dan pelatihan 
Kepala bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas 
menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang terampil dan 
57 
 
profesional melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan 
tugasnya kepala bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas : 
a. Merencanakan pelaksanaan diklat struktural, teknis dan fungsional. 
b. Merencanakan bimbingan teknis bagi PNS 
c. Mempersiapkan kajian kurikulum silabi 
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pembinaan. 
19. Kepala sub bidang diklat struktural, fungsional, profesional dan teknis 
mempunyai tugas : 
a. Mempersiapkan pelaksanaan diklat struktural, teknis, dan fungsional. 
b. Menginventaris pegawai yang sudah atau belum mengikuti diklat 
c. Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis 
d. Membuat laporan tentang pelaksanaan Diklat 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
20. Kepala sub bidang kejian kurikulum, silabi, evaluasi dan program 
mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pengkajian kurikulum dan kebutuhan diklat 
b. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan diklat 
c. Melaksanakan koordinasi 
d. Membuat laporan hasil evaluasi dari pelaksanaan Diklat 
 Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
IV.2.3  Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi bertujuan untuk menggambarkan hierarki 
tanggung jawab dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. Adapun 
susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
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Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 
04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja  Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone terdiri 
dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretaris , terdiri atas : 
1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan; 
2. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 
3. Sub. Bagian Kepegawaian. 
c. Bidang pengembangan, terdiri atas : 
1. Sub. Bidang Pengadaan, Penempatan dan Pemindahan Pegawai; 
2. Sub. Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional. 
d. Bidang INKA dan DALPEG, terdiri atas : 
1. Sub. Bidang Pengelola Data ; 
2. Sub. Bidang Pengendaian, Evaluasi dan Pelaporan. 
e. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, terdiri atas : 
1. Sub. Bidang Mutasi Pangkat; 
2. Sub. Bidang Pensiun PNS. 
f. Bidang Kesejahteraan, terdiri atas : 
1. Sub. Bidang Kesejahteraan dan Bina Mental; 
2. Sub. Bidang Motivasi Penghargaan dan Tanda Jasa. 
g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
1. Sub. Bidang Diklat Struktural, Fungsional, Profesional dan Teknis; 
2. Sub. Bidang Kajian Kurikulum, Silabi, Evaluasi dan Program. 
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Gambar 3 
 Struktur Organisasi 
BKDD Kabupaten Bone 
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IV.2.4  Keadaan Pegawai 
 Untuk menjalankan tugas dan fungsinya BKDD Kabupaten Bone 
digerakkan oleh pegawai yang berjumlah 49 orang yang tersebar 
dibeberapa bidang dan bagian yang berbeda sesuai dengan tugasnya 
masing-masing. Untuk mengetahui keadaan pegawai BKDD Kabupaten 
Bone secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel 3. Keadaan Pegawai BKDD Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis 
Kelamin 
Jenis Kelamin Laki-Laki 
 
Perempuan 
Jumlah 
22 
 
27 
49 
             Sumber : Data BKDD Kabupaten Bone, 2013. 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pegawai Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone terdiri 
dari 22 orang berjenis kelamin laki-laki dan 27 orang berjenis kelamin 
perempuan. 
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Tabel 4. Keadaan Pegawai BKDD Kab.Bone Berdasarkan Golongan 
Kepangkatan . 
Uraian 
Gol II Gol. III Gol. IV 
a B C A b c d a b C 
Laki-laki 5 4 2 3 2 4 3 1 3 1 
Perempuan 4 3 2 3 7 0 1 1 0 0 
Jumlah 
9 7 4 6 9 4 4 2 3 1 
49 
      Sumber :  Data BKD Kabupaten Bone, 2013 
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai 
BKDD Kabupaten Bone berdasarkan pangkat dan golongan terdiri dari :  
1. Golongan II-a berjumlah 9 orang, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 orang 
perempuan. 
2. Golongan II-b berjumlah 7 orang, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang 
perempuan. 
3. Golongan II-c berjumlah 4 orang, terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang 
perempuan. 
4. Golongan III-a berjumlah 6 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang 
perempuan. 
5. Golongan III-b berjumlah 9 orang, terdiri dari 2 orang laki-lak dan 7 orang 
perempuan. 
6. Golongan III-c berjumlah 4 orang, terdiri dari 4 orang perempuan. 
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7. Golongan III-d berjumlah 4 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang 
perempuan. 
8. Golongan IV-a berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang 
perempuan. 
9. Golongan IV-b berjumlah 3 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki 
10. Golongan IV-c berjumlah 1 orang, terdiri dari 1 orang laki-laki. 
Tabel 5.  Keadaan Pegawai BKDD Kabupaten Bone Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan. 
Uraian SLTA  DIII SI SII 
Laki-laki 9 orang 2 orang 9 orang 7 orang 
Perempuan 11 orang 3 orang 6 orang 2 orang 
Jumlah 
20 5 15 9 
49 orang 
  Sumber : Data BKD Kabupaten Bone, 2013. 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai BKDD 
Kabupaten Bone berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 20 orang tingkat 
pendidikan SLTA, 5 orang tingkat pendidikan DIII, 15 orang tingkat 
pendidikan SI dan 9 orang tingkat pendidikan SII. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
V.1 Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
 V.1.1   Tahapan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
 Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil 
adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari 
perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, 
penetapan NIP sampai dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS.  
 Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dijelaskan 
bahwa pelaksanaan pengadaan CPNS dari tenaga honorer meliputi 
beberapa tahap antara lain : 
1. Perencanaan 
 Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil 
dilakukan dan menjadi tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian, dan 
untuk kelancaran pelaksanaannya Pejabat pembina kepegawaian dapat 
menunjuk pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang 
kepegawaian. Dalam tahap perencanaan, pejabat pembina kepegawaian 
daerah membentuk tim pelaksana pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Muhammad 
Ridwan, M.Si selaku Kepala BKDD Kabupaten Bone, menjelaskan bahwa : 
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“.Proses  pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini dimulai dengan 
pembentukkan tim pelaksana pengangkatan yang anggotanya merupakan 
pegawai-pegawai dari Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
Daerah Kabupaten Bone yang telah disetujui oleh Bupati. Kemudian 
penyeleksian berkas tenaga honorer yang akan terangkat menjadi CPNS 
oleh tim pelaksana pengangkatan daerah, hingga pengiriman berkas ke 
Badan Kepegawaian Negara, yang pada akhirnya BKN menetapkan siapa-
siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS.”  
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013) 
 
 Selain itu, menurut Bapak Abar Suki S.Sos selaku Kepala Bidang 
Kepangkatan dan Pensiun BKDD Kabupaten Bone, menyatakan bahwa: 
  “Penanggung jawab Tim pelaksana pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS adalah bupati, sekda dan kepala BKD. Sementara Anggota 
tim pelaksana pengangkatan adalah pegawai BKD yang telah di tunjuk oleh 
kepala BKD untuk terlibat langsung dalam proses pengangkatan tenaga 
honorer menjadi CPNS. Tugas mereka salah satunya adalah menyeleksi 
berkas administrasi yang kemudian dikirim ke BKN.” 
 
(Hasil wawancara tanggal 16 Januari 2013). 
 
 Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap 
perencanaan, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk tim pelaksana 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Tim pelaksana tersebut 
adalah pegawai BKDD Kabupaten Bone yang telah di tunjuk oleh Kepala 
BKD. Tim pelaksana inilah yang nantinya bertugas untuk menyeleksi 
persyaratan administrasi setiap tenaga honorer yang akan diangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bone termasuk di 
lingkup BKDD Kabupaten Bone. 
2. Penetapan nama yang akan diangkat 
 Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan formasi adalah 
mereka yang namanya tercantum dalam daftar nominatif tenaga honorer 
yang ditetapkan oleh Kepala BKN dari nama yang ada dalam database 
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tenaga honorer BKN. Meskipun nama tenaga honorer ada dalam database 
apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan ,maka yang bersangkutan 
tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer di luar data base BKN 
tidak dapat mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS. Dalam 
menetapkan daftar nominatif tersebut dibuat berdasarkan prioritas jenis 
jabatan (guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis), masa kerja 
dan usia. 
 Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh bapak Esau, 
S.J Huwae, S.IP M.S.i selaku Kepala Bidang Pengembangan BKDD 
Kabupaten Bone , bahwa : 
 “Awalnya BKD Bone mendapat Surat dari menpan untuk 
mengintervarisir tenaga honorer pada tahun 2005 yang memenuhi kriteria, 
yang nantinya setiap tahunnya akan terjadi pengangkatan CPNS dari 
tenaga honorer yang  disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan 
kemampuan negara untuk membayar gaji tenaga honorer yang terangkat 
menjadi CPNS.berdasarkan data tersebut, BKN menetapkan nama-nama 
tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS yang disesuaikan 
dengan formasi yang tersedia. hingga kemudian BKN memutuskan siapa-
siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS sesuai dengan 
berkas tenaga honorer yang BKD kirimkan ke BKN.”  
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
 
 Hasil wawancara diatas juga sejalan dengan hasil wawancara 
dengan beberapa tenaga honorer yang diangkat pada periode 2008-2010, 
bahwa : 
 “ Setelah BKN menetapkan nama-nama tenaga honorer yang akan 
diangkat maka instansi tempat masing-masing tenaga honorer bekerja 
mengumumkan nama-nama tenaga honorer tersebut untuk kemudian 
melengkapi persyaratan administrasi sebagai syarat pengangkatan menjadi 
CPNS “ 
( Hasil wawancara pada tanggal 29 januari 2013) 
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 Dari penjelasan diatas diketahui bahwa penetapan nama tenaga 
honorer yang akan diangkat menjadi CPNS dilakukan oleh BKN 
berdasarkan daftar nominatif BKN. Daftar nama-nama yang akan diangkat 
menjadi CPNS kemudian dikirim ke BKD, untuk diumumkan di instansi 
masing-masing agar tenaga honorer yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh BKN sebagai syarat 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. 
3. Seleksi administrasi 
 Seleksi adminstrasi adalah tahap dimana pemeriksaan terhadap 
berkas-berkas yang menjadi persyaratan pengangkatan menjadi CPNS. Ini 
merupakan tugas dari tim pelaksana pengangkatan yang sebelumnya telah 
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Adapun berkas-berkas 
yang diperlukan guna memenuhi persyaratan administrasi antara lain 
sebagai berikut : 
a. Foto copy sah ijasah/STTB yang sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan dan tugas yang ditetapkan. 
b. Pas photo ukuran 3×4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan 
menuliskan nama dan tanggal lahir baik dibalik pas photo 
tersebut. 
c. Foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama 
sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer. 
d. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai 
huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas photo 
ukuran 3×4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan 
Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya 
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disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung 
jawab dibidang kepegawaian. Dalam kolom riwayat pekerjaan 
agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk 
pengalaman kerja sebagai tenaga honorer. 
e. Surat keterangan cacatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwajib/POLRI. 
f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. 
g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 
psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan 
kesehatan pemerintah. 
h. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan 
Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 yang formulir isiannya 
disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung 
jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang : 
1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 
2. Tidak pernah diberhentikan dengan dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon 
pegawai negeri/ pegawai negeri atau diberhentikan tidak 
dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai 
swasta. 
3. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri/pegawai 
negeri. 
4. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abar Suki , S.Sos 
selaku Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun BKDD Kabupaten Bone, 
menjelaskan bahwa : 
 “Adapun kelengkapan-kelengkapan persyaratan administrasi yang 
harus dipenuhi oleh tenaga honorer yang akan diangkat  diantaranya 
adalah SK honorer, daftar hadir, surat pernyataan dari kepala instansi 
masing-masing dan masih banyak lagi.”  
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
 
 
 Demikian pula yang dikemukakan oleh beberapa tenaga honorer di 
BKDD Kabupaten Bone yang terangkat menjadi CPNS pada periode tahun 
2008-2013, bahwa : 
 “Setelah nama-nama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi 
CPNS ditetapkan oleh BKN, yang kemudian diumumkan di masing-masing 
instansi tempat tenaga honorer bekerja , maka ada beberapa persyaratan 
administrasi yang harus dilengkapi oleh tenaga honorer yang akan 
diangkat antara lain SK, absen , surat permohonan dan surat keterangan 
berkelakuan baik.” 
 
 (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2013). 
  
 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 
responden sudah tidak ingat seluruhnya dengan persyaratan administrasi 
yang menjadi persyaratan pengangkatan menjadi CPNS. Sehingga 
responden hanya bisa menyebutkan sebagian dari persyaratan 
administrasi tersebut. 
 Dalam tahap seleksi administrasi ini, tim pelaksana pengangkatan 
tenaga honorer menjadi CPNS mendapat beberapa kendala. Seperti yang 
dijelaskan oleh Bapak Abar Suki, S.Sos selaku Kepala Bidang 
Kepangkatan dan Pensiun BKDD Kabupaten Bone berikut ini : 
69 
 
 “ Pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di 
Kabupaten Bone tidak luput dari kendala-kendala misalnya kendala yang 
sering ditemukan adalah ditemukannya beberapa SK tenaga honorer yang 
tidak sesuai dengan nama asli di ijasah yang bersangkutan, karena nama 
yang ditulis di SK tenaga honorer adalah nama kecil atau nama panggilan, 
sehingga menyebabkan kurang lancarnya proses pengangkatan tenaga 
honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Bone.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
  
 Setelah tim pelaksana pengangkatan daerah selesai menyeleksi 
berkas tenaga honorer yang akan diangkat , maka selanjutnya persyaratan 
administrasi tersebut di kirim ke BKN untuk diseleksi kembali. Jika terdapat 
berkas tenaga honorer yang tidak lengkap maka BKD maupun BKN 
mengembalikan berkas tersebut kepada tenaga honorer yang 
bersangkutan dengan jangka waktu tertentu. 
4. Penetapan NIP 
 Setelah tahap seleksi administrasi selesai ditingkat daerah maka 
pejabat pembina kepegawaian menyampaikan usuan NIP untuk tenaga 
honorer yang akan diangkat menjadi CPNS kepada BKN. Namun 
penetapan NIP dilakukan oleh BKN dengan cara mencocokkan nama 
tenaga honorer yang diusulkan NIPnya oleh pejabat pembina kepegawaian 
dengan daftar nama tenaga honorer yang ditetapkan dalam data base 
BKN. Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan 
administrasi. Demikian pula yang dijelaskan oleh Bapak Abar Suki, S.sos 
selaku Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun BKDD Kab.Bone, bahwa : 
 “ Setelah tim pelaksana pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS selesai menyeleksi persyaratan administrasi, selanjutnya tim 
pelaksana mengirim data tersebut ke BKN disertai dengan usulan NIP bagi 
tenaga honorer yang telah memenuhi syarat pengangkatan, berkaitan 
penetapan NIP tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS 
merupakan wewenang dari BKN.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 januari 2013) 
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5. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
 Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat maka diberikan NIP 
oleh BKN. Kemudian setelah pejabat pembina kepegawaian daerah 
menerima nama-nama tenaga honorer yang telah memiliki NIP  maka 
ditetapkanlah surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. 
 Ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Esau, S.J. Huwae, 
S.IP. M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan BKDD Kabupaten Bone, 
bahwa : 
 “ Setelah BKN memeriksa kelengkapan administrasi Tenaga 
honorer yang akan di diangkat menjadi CPNS maka BKN menetapkan 
beberapa NIP bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat untuk 
diangkat menjadi CPNS, kemudian dikirimlah daftar nama tersebut ke 
daerah-daerah yang kemudian akan dibuatkan SK pengangkatan menjadi 
CPNS.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 januari 2013) 
 
 
 V.1.2.  Ketentuan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
 Selain tahapan-tahapan pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CPNS seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 30 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengadaan CPNS. Adapula beberapa 
ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS seperti yang 
dijelaskan dalam PP No.43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi CPNS. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tenaga 
honorer yang dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil adalah 
tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan dibiayai oleh 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN) atau Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).  
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 Berdasarkan hasil wawancara, Ini senada dengan yang dijelaskan 
oleh Bapak Esau, S.J. Huwae, S.IP. M.Si selaku Kepala Bidang 
Pengembangan BKDD Kabupaten Bone, menyatakan bahwa : 
 “Tenaga honorer yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil 
adalah tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
atau pejabat setingkat eselon II, yang bekerja di instansi pemerintahan baik 
itu instansi pusat maupun daerah, dan yang dibiayai oleh APBN/APBD 
dalam hal ini harus secara tegas tercantum dalam alokasi belanja/upah 
pada APBN/APBD.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
  
 Adapun data tenaga honorer di BKDD Kabupaten Bone yang 
terangkat menjadi CPNS pada periode tahun 2008-2010 dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 
Tabel 6. Status Tenaga Honorer BKDD Kabupaten Bone Berdasarkan 
Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Laki-laki Perempuan 
Jumlah 
7 orang 4 orang 
 
11 
 
Sumber : Data BKDD Kabupaten Bone 
 Adapun beberapa ketentuan pengangkatan dalam peraturan ini 
diantaranya adalah jenis jabatan yang diprioritaskan, batas usia dan masa 
kerja tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS.  
1. Jenis Jabatan 
Sesuai dengan kebijakan pemerintah pengangkatan tenaga 
honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diprioritaskan bagi yang 
melaksanakan tugas sebagai: 
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1. Guru; 
2. Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; 
3. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan 
4. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. tenaga 
teknis yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas 
pokok instansi dan bukan tenaga administratif. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad 
Ridwan, M.Si selaku Kepala BKDD Kabupaten Bone, menjelaskan bahwa : 
 “Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di 
Kabupaten Bone mangacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2005 yang telah diubah Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil.pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil diprioritaskan bagi tenaga honorer yang bekerja sebagai tenaga guru, 
tenaga kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga teknis.” 
 (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
Adapun data tenaga honorer berdasarkan jenis jabatan di BKDD 
Kabupaten Bone yang terangkat menjadi CPNS pada periode tahun 2008 
sampai 2010 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7. Status Tenaga Honorer BKDD Kabupaten Bone 
Berdasarkan Jenis Jabatan 
Jenis Jabatan Perempuan Laki-Laki Jumlah 
Tenaga guru 0 0 0 
Tenaga kesehatan 0 0 0 
Tenaga penyuluh 0 0 0 
Tenaga teknis 4 orang 7 orang 11 orang 
Jumlah 4 7 11 
Sumber : Data BKDD Kabupaten Bone, 2013 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh tenaga honorer 
yang terangkat pada periode tahun 2008-2010 di Badan kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan Kabupaten Bone adalah tenaga honorer yang 
bekerja sebagai tenaga teknis, dalam hal ini tenaga teknis yang bersifat 
operasional. 
2. Masa kerja 
Masa kerja sebagai tenaga honorer merupakan salah satu 
pertimbangan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai 
negeri sipil. Ketentuan masa kerja menjadi salah satu syarat yang harus 
dipenuhi oleh tenaga honorer yang akan diangkat. Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi CPNS dijelaskan bahwa tenaga honorer yang dapat 
diangkat menjadi CPNS adalah tenaga honorer yang masa kerjanya 
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minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus. Jika terdapat tenaga honorer 
yang mempunyai masa kerja terputus, maka yang dihitung penuh sebagai 
persyaratan dalam penentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon 
pegawai negeri sipil adalah masa kerja terakhir secara terus menerus dan 
masa kerja sebelumnya akan dihitung sebagai masa kerja golongan dalam 
menetapkan gaji pokok. 
Penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk mengisi 
formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun 
pada keadaan 31 Desember 2005, dengan ketentuan masa kerja paling 
rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk pengisian formasi setiap 
tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs.Muhammad Ridwan, 
M.Si selaku Kepala BKDD Kabupaten Bone, menjelaskan bahwa : 
“ Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ditujukan bagi 
tenaga honorer yang mempunyai masa kerja diatas 1(satu) tahun. Masa 
kerja tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS 
dapat dilihat berdasar keadaan data base tahun 2005.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
Hasil wawancara diatas juga sejalan dengan hasil wawancara 
dengan Bapak Esau, S.J. Huwae, S.IP. M.Si selaku Kepala Bidang 
Pengembangan BKDD Kabupaten Bone, bahwa : 
“ Tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS adalah 
tenaga honorer yang telah memenuhi setiap ketentuan dalam PP No.48 
Tahun 2005 diantaranya yaitu mempunyai masa kerja diatas 1 (satu) 
tahun.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 januari 2013). 
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Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh penulis di lokasi 
penelitian bahwa tenaga honorer di BKDD Kabupaten Bone yang diangkat 
menjadi CPNS pada periode tahun 2008 sampai tahun 2010, seluruhnya 
mempunyai masa kerja diatas 1(satu) tahun. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini . 
Tabel 8. Status Tenaga Honorer BKDD Kabupaten Bone Berdasarkan 
Masa Kerja 
Masa Kerja Perempuan Laki-Laki Jumlah 
1-5 tahun 4 orang 7 orang 11 
6-10 tahun 0 0 0 
11-20 tahun 0 0 0 
 Sumber : Data BKDD Kabupaten Bone 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tenaga honorer di 
BKDD Kabupaten Bone yang diangkat menjadi CPNS pada periode tahun 
2008-2010 mempunyai masa kerja 1 - 5 tahun, dalam hal ini terdiri dari 4 
orang perempuan dan 7 orang laki-laki.  
Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang memenuhi 
ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas, akan diangkat secara bertahap 
mulai tahun 2006 sampai tahun 2010, oleh karena itu tenaga honorer yang 
telah memenuhi ketentuan yang dimaksud tidak mungkin diangkat 
seluruhnya dalam waktu yang bersamaan karena harus disesuaikan 
dengan formasi dan kemampuan APBN/APBD. Sehingga untuk 
pengangkatan setiap tahunnya ada ketentuan prioritas.  
 Tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama menjadi 
prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.  Jika 
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terdapat beberapa tenaga honorer yang mempunyai masa kerja yang 
sama, tetapi jumlah tenaga honorer melebihi lowongan formasi yang 
tersedia, maka diprioritaskan untuk mengangkat tenaga honorer yang 
berusia lebih tinggi. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abar Suki, S.sos 
selaku Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun BKDD Kabupaten Bone. 
Menyatakan bahwa : 
 “ Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil diprioritaskan bagi tenaga honorer yang paling lama masa kerjanya 
dan usianya yang paling tinggi.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
 
 Ketentuan ini ternyata sudah sesuai dengan data yang diperoleh 
penulis di lokasi penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh penulis 
seluruh tenaga honorer di BKDD Kabupaten Bone yang terangkat pada 
periode tahun 2008 sampai tahun 2010 mempunyai masa kerja 5 tahun 
saat diangkat menjadi CPNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
Tabel 9. Status Tenaga Honorer BKDD Kabupaten Bone Berdasarkan 
Prioritas Masa Kerja dan Tahun Pengangkatannya. 
Masa 
kerja 
Tahun 
2008 
Tahun 
2009 
Tahun 
2010 
Jumlah 
5 tahun 3 orang 3 orang 5 orang 11 
              Sumber :  Data BKDD Kabupaten Bone 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh tenaga honorer di 
BKDD Kabupaten Bone mempunyai masa kerja yang sama yaitu 5 tahun 
terdiri dari 3 orang tenaga honorer diangkat menjadi CPNS pada tahun 
2008, 3 orang tenaga honorer diangkat menjadi CPNS pada tahun 2009, 
dan 5 orang tenaga honorer diangkat menjadi CPNS pada tahun 2010.  
3. Usia 
 Usia tenaga honorer menjadi salah satu kriteria dalam 
pengangkatan CPNS. Selain ketentuan mengenai masa kerja, pemerintah 
juga menetapkan beberapa kriteria yang berhubungan dengan usia tenaga 
honorer yang akan diangkat menjadi CPNS sebagai salah satu syarat 
dalam pengangkatan CPNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
dijelaskan bahwa penentuan usia dalam pengangkatan tenaga honorer 
menjadi calon pegawai negeri sipil untuk mengisi formasi tahun 2005 yang 
akan diangkat tahun 2006, berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) 
tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 januari 2006, 
dengan ketentuan batas usia paling rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) 
tahun untuk pengisian formasi tiap tahun berikutnya sampai dengan tahun 
2009. 
 Ketentuan diatas juga senada dengan yang dijelaskan oleh Bapak 
Drs. Muhammad Ridwan, M.Si, selaku Kepala BKDD Kabupaten Bone, 
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, menjelaskan 
bahwa : 
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 “ Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ditujukan kepada 
tenaga honorer yang berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
 
 
 Adapun data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian 
menunjukkan sudah ada kesesuaian antara data dan ketentuan mengenai 
persyaratan usia seperti yang dijelaskan oleh peraturan pemerintah dan 
hasil wawancara dengan responden dalam hal ini Kepala BKDD Kabupaten 
Bone. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
 
Tabel 10. Status Tenaga Honorer BKDD Kabupaten Bone Berdasarkan 
Usia Saat Pengangkatan Menjadi CPNS 
Usia 
tenaga 
honorer 
Tahun 
2008 
Tahun 
2009 
Tahun 
2010 
 
Jumlah 
19-23 
0 0 0 
 
0 
24-28 
0 1 orang 4 orang 
 
5 
29-33 
1 orang 2 orang 0 
 
3 
34-38 
2 orang 0 1 orang 
 
3 
39-46 
0 0 0 
 
0 
Jumlah 
 
11 
             Sumber : Data BKDD Kabupaten Bone 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tenaga honorer di BKDD 
Kabupaten Bone seluruhnya telah memenuhi kriteria pengangkatan 
menjadi calon pegawai negeri sipil. Seluruh tenaga honorer berusia antara 
19 sampai 46 tahun saat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, dan 
tidak ada satupun tenaga honorer yang berusia dibawah 19 tahun maupun 
diatas 46 tahun. 
 Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, 
bahwa usia tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS menjadi 
prioritas kedua setelah masa kerja tenaga honorer. Ini berarti masa kerja 
tenaga honorer lebih diutamakan dibanding dengan usia tenaga honorer. 
Dalam hal ini usia tenaga honorer yang lebih tinggi akan menjadi prioritas 
selanjutnya setelah mempertimbangkan masa kerja tenaga honorer yang 
yang bersangkutan. Sehingga jika dalam pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS terdapat tenaga honorer yang sama masa kerjanya namun 
jumlah tenaga honorer melebihi lowongan formasi yang tersedia maka 
yang diangkat terlebih dahulu adalah tenaga honorer yang usianya lebih 
tinggi. Begitu pula dengan yang dikemukakan oleh Bapak Abar Suki S.Sos 
Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun BKDD Kabupaten Bone:  
 “ Tenaga honorer yang dapat diangkat adalah tenaga honorer 
yang telah masuk data base tahun 2005, dan diprioritaskan bagi tenaga 
honorer yang masa kerjanya lebih lama dan usianya yang paling tinggi.”  
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013). 
 
 Dalam peraturan ini juga dibahas mengenai tenaga honorer yang 
usianya menjelang 46 tahun namun belum terangkat menjadi CPNS dan 
apabila yang bersangkutan tidak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 
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Sipil maka tahun anggaran berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat 
untuk diangkat menjadi CPNS. Oleh karena itu tenaga honorer dengan 
kondisi seperti ini akan menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan.  
 Hal ini juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Abar Suki 
S.Sos selaku Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun BKDD Kabupaten 
Bone, bahwa : 
 “ Mengenai tenaga honorer yang berusia menjelang 46 tahun, 
akan menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, karena dikhawatirkan apabila tidak 
diangkat maka tenaga honorer tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk 
diangkat menjadi CPNS.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 16 januari 2013) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
tenaga honorer yang berusia menjelang 46 tahun menjadi prioritas pertama 
dalam pengangkatan CPNS. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti kemukakan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
Pengangkatan Tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone sudah 
sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Karena 
Tenaga honorer BKDD Kabupaten Bone telah memenuhi setiap kriteria 
persyaratan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Oleh karena itu 
penulis berkesimpulan bahwa mereka memang telah layak diangkat menjadi 
CPNS pada periode tahun 2008-2010. Ini dibuktikan dengan beberapa ketentuan 
dalam peraturan tersebut yang telah dipenuhi oleh tenaga honorer yang 
bersangkutan. Ketentuan –ketentuan itu antara lain sebagai berikut : 
a. Jenis Tenaga honorer 
Dari 11 orang tenaga honorer di BKDD Kabupaten Bone yang 
diangkat menjadi CPNS pada periode tahun 2008 sampai tahun 2010  , 
seluruhnya termasuk dalam jenis tenaga honorer kategori tenaga teknis 
yang merupakan salah satu prioritas dalam pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS selain Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penyuluh. 
82 
 
b. Masa kerja sebagai tenaga honorer 
Seluruh tenaga honorer di BKDD Kabupaten Bone yang terangkat 
pada periode tahun 2008-2010 mempunyai masa kerja 5 tahun. Ini berarti 
ketentuan masa kerja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkaan Tenaga Honorer Menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil telah mereka penuhi bahkan lebih dari ketentuan 
yang ditetapkan (masa kerja sebagai tenaga honorer minimal 1 tahun). 
c. Usia 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan 
sebelumnya, sangat jelas dapat kita ketahui bahwa seluruh Tenaga honorer 
di BKDD Kabupaten Bone telah memenuhi persyaratan pengangkatan 
menjadi CPNS karena usia mereka berada diantara 19 sampai 46 tahun. 
VI.2  Saran  
Diharapkan Kepada BKDD Kabupaten Bone dan pihak penyelenggara 
penerimaan CPNS dalam Lingkup Kabupaten Bone untuk tetap konsisten, 
melaksanakan pengangkatan CPNS dari Tenaga honorer secara obyektif dan 
transparan agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan 
konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan 
rekrutmen CPNS di Kabupaten Bone.  
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ABSTRAK 
 
 
Rika Rusmayanti (E21109274), Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone, xii+86 halaman+10 tabel+3 gambar+25 
pustaka (1995-2012). 
Tenaga honorer menjadi salah satu masalah kepegawaian di beberapa daerah di 
Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bone. Ini dikarenakan beberapa tenaga 
honorer yang telah bekerja sekian lama di suatu instansi pemerintah namun 
belum juga diangkat menjadi CPNS. Padahal mereka telah memenuhi kriteria 
pengangkatan Tenaga honorer menjadi CPNS seperti yang dijelaskan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Hal inilah yang membuat penulis 
tertarik untuk meneliti Pengangkatan Tenaga honorer menjadi CPNS di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  Kabupaten Bone. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengangkatan tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone. Untuk itu, penulis melakukan penelitian 
dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu 
penelitian yang menggunakan wawancara dan studi dokumen untuk 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari responden dan informan agar 
dapat mendeskripsikan Pengangkatan Tenaga honorer menjadi Calon Pegawai 
Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Bone. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengangkatan Tenaga honorer 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Bone telah sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini telah mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CPNS.  Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya seluruh indikator 
persyaratan pengangkatan seperti ketentuan jenis jabatan, masa kerja dan usia 
oleh tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS pada periode tahun 2008 
sampai tahun 2010. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Rika Rusmayanti (E21109274), Appointment Temporary employees Become 
Civil Servants Candidate in the Education and Training Personnel Board 
Bone Regency, xii+ 86 page+ 10 table +3 picture+ 25 literature (1995-2012). 
 
Temporary employees be one staffing problem in some areas in Indonesia, not 
least in Bone regency. This is because some temporary employees who have 
worked for so long in a government agency but has not yet appointed a civil 
servant. Though they have met the criteria for the appointment of a civil servant 
as described in Government Regulation No. 43 of 2007. This makes the writer 
interested in studying Appointment Temporary employees become civil servant 
candidate in the Education and Training Personnel Board Bone Regency. 
 
This study aims to explain the appointment temporary employees become civil 
servant candidate in the Education and Training Personnel Board Bone 
Regency.To that end, the writer conducted a study using qualitative descriptive 
research that uses interviews and study of documents to collect the required 
information from the respondents and informants to describe the appointment 
temporary employees become a  candidate for Civil Servants in the Education 
and Training Personnel Board Bone Regency. 
 
Based on the survey results revealed that the appointment temporary employees 
become a candidate for Civil Servants in the Education and Training Personnel 
Board Bone Regency in accordance with the guidelines set by the government, in 
this case has been referred to the Government Regulation No. 43 Year 2007 on 
Appointment temporary employees become civi servants candidate. This is 
evidenced by the fulfillment of all the appointment indicators such as the 
provision of the type of position, the time of service and age of the temporary 
employees were appointed as civil servant in the period of 2008 through 2010. 
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